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ABSTRAK

Naik turunnya iklim investasi suatu negara atau suatu daerah dalam
keterbandingan dengan negara atau daerah lain mencerminkan kinerja
pemerintahan yang bersangkutan dalam mengendalikan kebijakan dan peraturan,
baik dalam tataran konsep maupun pada tataran operasional. Berdasarkan kronologi
peristiwa yang terpapar dalam latar belakang masalah tersebut, maka peneliti
berkeinginan, untuk mendalami isi draft Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus
Law). Dengan judul: Ketentuan Penanaman Modal Dalam Pasal 77 Undang-
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif maslahah
mursalah (Studi Perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal).

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai landasan analisa,
yaitu: investasi (penanaman modal), Undang-Undang Cipta Kerja, konsep
penanaman modal dalam UU Cipta Kerja konsep maslahah mursalah, pengertian
maslahah, macam-macam maslahah mursalah, syarat-syarat berhujjah dengan
maslahah mursalah. Metode penelitian, jenis penelitian yang dipakai adalah
penelitian kepustakaan (library research), sifatnya kualitatif dan deskriptif analiti,
jenis penelitian hukum normatif berbentuk maslahah mursalah, sumber data pada
penelitian ini data hukum primer yaitu materi UU Cipta Kerja (Pasal 77), data
hukum sekunder yaitu data sekunder buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan
dengan materi UU Cipta Kerja (Pasal 77), dan data tersier bahan hukum yang
berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, berupa; artikel
opini, media online terpercaya, dan lain-lain. Dan teknis analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis dengan menggunakan
analisis fiqih maslahah mursalah.

Hasil penelitian ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif maslahah mursalah
(studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)
yaiu: 1) Meninjau dari perubahan diatas maka perubahan dan penghapusan pasal
77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan
dengan maslahah ad-daririyyah. Dengan mengabaikan 5 prinsip pokok maslahah
ad-daririyyah, maka batal penetapan hukum tersebut. 2) perubahan ketentuan pasal
12 UU No.11 Tahun 2020 secara tidak langsung tidak menerapkan prinsip
memlihara harta serta asas untuk kepentingan umum (mayoritas) maka seharusnya
tidak perlu adanya penghapusan/perubahan karena sudah sesuai dengan prinsip
maslahah ad-daririyyah.

Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Penanaman Modal, Maslahah



HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Kohar

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaifum Wr, Wb,

Setelah membaca, meneliti, dan mengorekst serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Kohar
NIM : 15370062
Judul : Ketentuan Penanaman Modal Dalam Pasal 77 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Perspektif Maglahah Mursalah (Studi Perubahan Pasal 12
UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagal salah satu syaral memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam IImu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas
dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wh.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022 M
10 Muharram 1444 H

Pembimbing,
14

Pl
Dr.Ocktoberrinsyah,M.Ag.
NIP. 196810201998031002

il



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

il



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
I UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALTJAGA
D D FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
I TL. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 543614 Yogyakarta 33281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-1433/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul :KETENTUAN PENANAMAN MODAL DALAM PASAL 77 UNDANG-UNDANG
NOMOR II TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (STUDI PERUBAHAN PASAL 12 UU NO 25 TAHUN 2007 TENTANG
PENANAMAN MODAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD KOHAR
Nomor Induk Mahasiswa : 15370062

Telah diujikan pada . Senin, 13 Agustus 2022
Nilui ujian Tugas Akhir TA-

dinyalakan tclah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

CUERFIEEaRe] Kewa Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid [D: 630e6f98 Sde4D

#B Penguiil

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNLED

Proborini Hastuti, M.EH.
SIGNLD

Valid 1D 630cae3e5eh2T Vilid ID: 630cde9a 12330

= Yogyakarla. 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prol. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNLD

Yalid 13; 630ec(444a3de

1/ 31/408/2622

v



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Karya ini saya persembahkan untuk para pejuang kebaikan
umat”



MOTTO

“Jika mereka bisa, maka saya pasti bisa!”

Vi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987
tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Te
s (dengan titik di atas)

Je

Ha (dengan titik di
bawah)

K dan h

De

Z (dengan titik di atas)
Er

Zet

Es

Es dan ye

Es (dengan titik di
bawah)
De (dengan titik di
bawah)
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Te (dengan titik di
bawah)
Zet (dengan titik di
bawah)

Koma terbalik ke atas

Ge

Ha
Apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

Ditulis
Ditulis
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C. Ta’ Marbiitah di akhir kata

1. Bilata’ Marbiitah di baca mati ditulis dengan 4, kecuali kata-kata Arab yang

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.
ass Ditulis hikmah
EVREN Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbitah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan 4

‘;L:'BS}‘ 4l S Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbitah hidup dengan harakat fathah, kasrah dan dimmah ditulis

t

) 38 Ditulis Zakit al-fitr

D. Vokal Pendek

- Jathah
- Ditulis A
Kasrah
= Ditulis |

iX



dammah

E. Vokal Panjang

F. Vokal Rangkap

Ditulis A

Ditulis Jahiliyyah
Ditulis A

Ditulis Tansa
Ditulis I

Ditulis Karim
Ditulis U

Ditulis Sfurid

Ditulis

Ditulis

Ditulis

Ditulis

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (“)



1 Ditulis
2 Ditulis

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandang Alif+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.
Ditulis
Ditulis

2. Bila kata sandang Alif+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf / (el)-nya.

Ditulis
Ditulis
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Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Ditulis Zawi al-furid

B Al Ditulis ahl as-Sunnah

. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1.

Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh

penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.
Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko
yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya dari
sisi pariwisata, perdagangan serta investasi.! Pandemi COVID-19 memaksa kita
untuk bertahan ditengah-tengah ketidakpastian(uncertainties). Bl dan Menteri
Keuangan RI ikut berpandangan bahwa masa depan ekonomi Indonesia juga suram.
Setidaknya sampai awal tahun 2021. Perttumbuhan ekonomi tertekan sampai minus

pada tahun 2020 ini (Sri Mulyani, 2020).

Berbicara tentang iklim investasi tidak terlepas dari daya saing yang
dihasilkan dari suatu aktivitas ekonomi. Naik turunnya iklim investasi suatu negara
atau suatu daerah dalam keterbandingan dengan negara atau daerah lain
mencerminkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan dalam mengendalikan
kebijakan dan peraturan, baik dalam tataran konsep maupun pada tataran
operasional. Untuk Indonesia, telah banyak pihak-pihak yang melakukan
pengukuran daya saing dan Iklim Investasi, dengan berbagai kriteria dan indikator

yang disusun. Laporan tahunan yang disajikan menunjukkan bahwa daya saing

! Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, Dan Iskandar Muda, “Dampak Pandemi Covid-19
Terhadap Perekonomian Indonesia”, Jurnal Benefita, Vol.5, No.2, (2020), him. 212-224.

2 Dedi Junaedi, Dan Faisal Salistia, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Modal Di
Indonesia: Studi Kasus Indeks Saham Komposit (ISHG)”, Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis
Syariah, Vol.2, No.2, (2020), him. 110.



Iklim Investasi di Indonesia senantiasa mengalami penurunan (jika dibandingkan

dengan negara-negara lainnya).’

Terdapat tiga faktor utama yang menyusun iklim investasi, yaitu: 1)
Fundamental Makro dalam hal ini adalah stabilitas ekonomi makro,keterbukaan
ekonomi, persaingan pasar, sosial, dan stabilitas politik; 2) Pemerintahan dan
Kelembagaan transparansi dan efisiensi dari kebijakan, perpajakan, legal sistem,
kekuatan sektor finansial, serta kondisi ketenagakerjaan; dan 3) Infrastruktur-

transportasi (jalan dan pelabuhan), telekomunikasi, listrik dan air.*

Ketentuan mengenai penanaman modal diatur di dalam Undang-Undang
No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Penanam modal dalam negeri dapat
dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha negeri, dan/atau
pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik
Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman
modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka
dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal negeri atas bidang usaha
perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka

dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

3 Bagas Haryotejo, “Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang)”,
Jurnal Bina Praja, Vol.4, No.1, (2012), hlm. 1-2.

4 Ibid., hlm. 2-3.



Sebagai respon terhadap perlambatan ekonomi, sejak 9 September 2015
Pemerintah telah mengeluarkan 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang antara lain
diarahkan dalam rangka revitalisasi industri —manufaktur, mendorong
pengembangan UMKM, perbaikan iklim investasi, pengembangan konektivitas,

dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Intinya adalah penyelarasan, pengurangan, penyederhanaan, penegakan dan
kepastian Peraturan, Birokrasi, dan Fasilitas/Insentif. Sebagian besar Paket
Kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah tersebut memang telah memenuhi
kebutuhan/keinginan dunia usaha. Namun, dunia usaha tetap mengharapkan agar
Paket-Paket Kebijakan tersebut diikuti dengan sinkronisasi regulasi terkait, agar
tidak berbenturan sehingga tujuan dari Paket Kebijakan tersebut dapat tercapai dan

dinikmati dunia usaha.’

Permodalan yang diperlukan oleh negara kita untuk pencapaian
pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi dengan memanfaatkan
pemupukan dan pemanfaat modal dalam negeri dan modal luar negeri secara
maksimal yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan,
perluasan dan pembangunan baru di bidang produksi barang-barang dan jasa. Oleh

karenanya modal dari masyarakat umum dimobilisasi secara maksimal.®

5 Policy Brief, Paket Kebijakan Ekonomi & Simplifikasi Regulasi Pusat-Daerah Dalam
Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, (Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, 2018).

¢ Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), hlm. 7.



Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian
nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi
kerakyatan, dimana tujuan penanaman modal tersebut dapat tercapai bila faktor
penunjang yang menghambat investasi dapat diatasi antara lain melalui : perbaikan
koordinasi diantara instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang
efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya
saing tinggi, iklim usaha yang kondusif di bidang ketenaga kerjaan dan keamanan

berusaha.’

Rencana penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak bisa dilepaskan
dari kebijakan Pemerintah Melalui UU Cipta Kerja yang berjanji akan serius
memperbaiki proses perizinan dan menghapuskan peraturan perundang-undangan
yang menghambat invesatasi demi memfasilitasi investor asing untuk masuk ke
Indonesia. Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja & UMKM dilatar
belakangi oleh situasi dimana rendahnya investasi yang masuk ke Indonesia
sehingga berdampak menurunnya pendapatan primer Indonesia dan berakibat

terhadap memburuknya defisit transaksi pembayaran Indonesia.

UU Cipta Kerja (UU Cipker) memiliki dua kebijakan besar yang menjadi
benang merah mengapa UU ini dibentuk, yaitu pertama mendorong peningkatan

investasi di Indonesia melalui kemudahan berusaha yang lebih ramah investasi,

7 Rahayu Hartini, “Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”,
Jurnal Humanity, Vol.4, No.1, (2009), hlm. 48.



meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja. Kedua mengembangkan
sektor UMK melalui dukungan riset dan inovasi sehingga UMK dapat berkembang
dan mampu bersaing di dunia usaha dalam Draft Naskah Akademik Rancangan

Undang-undang Cipta kerja.®

Pemerintah telah menghadirkan draft UU Cipker sebagai suatu langkah
yang berani sekaligus nekat dalam memudahkan perizinan investasi di Indonesia
dengan menggunakan dalih membantu percepatan pembangunan negara untuk

menyambut Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan kronologi pristiwa yang terpapar dalam latar belakang masalah
tersebut, maka peneliti berkeinginan, untuk mendalami isi draft undang-undang
cipta kerja (Omnibus Law). Dengan judul: ketentuan penanaman modal dalam
Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif
maslahah mursalah (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal). Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan analisis
Figih yaitu, prespektif maslahah mursalah, maslahah dalam pengertian bahasa
merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan oleh karenanya
mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan pada
maslahah dalam artian syara ‘ yang menjadi titik bahasan dalam ushul figih, yang
selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara‘ yaitu memelihara

agama, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan

8 Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta kerja, him. 219.



kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjauhkan dari

kesengsaraan.’

Tujuan dalam penelitian ini, adalah memberikan sumbangsih wacana yang
berkaitan tentang paket kebijakan pemerintah Indonesia yaitu melakukan
pembahasan mendalam melalui analisis fiqih prespektif maslahah mursalah
terhadap ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif maslahah mursalah (studi perubahan

Pasal 12 UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana dimensi kemaslahatan perubahan ketentuan penanaman modal
pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?
2. Sejauh mana tingkat kemaslahatan pada perubahan ketentuan penanaman

modal ?

9 Hadi Peristiwo & Abdul Hadi, “Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif
Ekonomi Pada Era Revolusi Industri”, Al-Ahkam, Vol.15, No.2, (2019), him. 63.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui ketentuan penanaman modal Dalam Pasal 77 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif maslahah
mursalah (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

Modal)

2. Kegunaan dalam penelitian ini adalah:
a. Kegunaan Teoritis
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pengetahuan dan pengembangan wacana tentang ketentuan penanaman
modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja perspektif maslahah mursalah (studi perubahan Pasal 12
UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).
2) Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan
sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu
Hukum Internasional bidang Kebijakan Penanaman Modal Pemerintah.
3) Sebagai acuan informasi untuk penelitian selanjutnya.
3. Kegunaan praktis
a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan guna
mengambil langkah yang tepat dalam rangka Kebijakan Pemerintah terkait

materi ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif maslahah mursalah
(studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal).

b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
kepada masyarakat mengenai ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif
maslahah mursalah (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007

Tentang Penanaman Modal).
D. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, maka penyusun melakukan penelusuran
terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan
lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya
tersebut sebagai berikut:

Penelitian dengan judul: “Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus:
Kota Semarang), oleh Bagas Haryotejo, Penelitian ini dilakukan dengan metode
survey pada aspek bisnis (mikro) di daerah Semarang, Jawa Tengah sebagai
kawasan studi. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek
makro yang mendasarinya. '

Penelitian dengan judul: “Kebijakan Pemerintah Tentang Pengaturan
Mengenai Pertanahan Dalam Penanaman Modal Dan Investasi Di Indonesia,

dilakukan oleh Efrimol, titik sentral pembahasannya adalah: 1. Bagaimana

10 Bagas Haryotejo, “Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang)”,
Jurnal Bina Praja, Vol.4, No.1, (2012), hlm. 1-10.



Pengaturan Kebijakan Tentang Pertanahan dalam Penanaman Modal dan Investasi
di Indonesia 2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Pertanahan dalam
Penanaman Modal dan Investasi di Indonesia.!!

Penelitian yang berjudul: Internasionalisasi Potensi Sulawesi Barat (Studi
Kasus: Investasi Asing di Sulawesi Barat), oleh Muhammad Nasir Badu, “This
research is aimed at observing the efforts of West Sulawesi government to sell its
local potentials to international markets. To achieve this aim, this research applies
qualitative descriptive analysis by studying cases of foreign investments to gather
detailed empirical data of reseach analysis units. The data are collected through
libarary visit, interviews and observation to obtain both primary and secondary
ones. The result shows that the efforts of West Sulawesi government to sell its local
potentials are still less even though the opportunities to attract foreign investments
are largely available. In order to overcome this issue, there should be a synergic
effort to minimize possible heavy challenges.”

Penelitian yang berjudul Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi:
Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia, oleh Vincent Suriadinata.
Penerapan Omnibus Law di Filipina, Amerika Serikat dan Turki dapat menjadi
perbandingan untuk diterapkan Omnibus Law yang berbudaya hukum Indonesia.
Omnibus Law sejatinya adalah teknik dalam penyusunan undang-undang yang
bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas sehingga sangat mungkin

diterapkan di Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan pemahaman tentang

1 Efrimol, “Kebijakan Pemerintah Tentang Pengaturan Mengenai Pertanahan Dalam
Penanaman Modal Dan Investasi Di Indonesia”, Inovatif Jurnal Hukum, Vol,4, No.5 (2011).
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Omnibus Law dan komitmen politik yang kuat dari DPR maupun Pemerintah
Indonesia. '2

Penelitian dengan judul: Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia melalui Konsep Omnibus Law, oleh, Agnes Fitryantica. Penelitian ini
diharapkan sebagai jalan analisa terhadap jalan keluar terhadap dampak yang terjadi
dalam peraturan perundang-undangan saat ini, yang akan menerapkan konsep
Omnibus Law yang dipratekkan oleh negara-negara common law dan Amerika
Serikat. Melihat hal ini, muncul pembatasan penelitian yaitu: Mengapa harmonisasi
hukum perundang-undangan dari common law Omnibus Law sangat penting dalam
menjawab perkembangan hukum di Indonesia ? Bagaimana Implementasi
Konseptual Omnibus Law yang seharusnya dalam tata hukum perundang-undangan
di Indonesia? '

Penelitian dengan judul: Kewenangan Pemerintahan Aceh Dalam
Pengembangan Investasi Asing Sebagai Penanaman Modal Daerah Untuk
Pembangunan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dilematika Hukum Antara UU
No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal Asing), oleh Mariah S.M. Dengan hasil: Untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat diperlukan modal, keterampilan, dan teknologi yang

12 Vincent Suriadinata, “Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian
Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia, Refleksi Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1,
(2019), him. 115-134.

13" Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui
Konsep Omnibus Law”, Jurnal Gema Keadilan, Vol.6, Edisi 111, (2019), hlm. 29.
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merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi nasional yang
dapat diwujudkan melalui kontribusi penanaman modal..'*
Penelitian dengan judul: Investasi Saham di Masa Pandemi COVID-19, oleh

Diana Tambunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis saham-saham sektor

apa saja yang masih mampu bertahan di masa pandemi COVID-19,'°
E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai landasan analisa,
yaitu:
1. Investasi (penanaman modal)

Investasi adalah suatu komitmen untuk menanamkan dana pada periode
tertentu untuk mendapatkan pembayaran di masa depan sebagai kompensasi bagi
investor untuk (1) Waktu selama dana diinvestasikan; (2) Tingkat inflasi yang
diharapkan; dan (3) Ketidakpastian pembayaran di masa depan (Reilly & Norton,
2007). Investasi terdiri dari investasi dalam bentuk aktiva riil (riil assets) seperti
emas dan barang berharga lain, tanah, barang-barang seni atau real estate, dan
investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (marketable securities
atau financial assets) yang mana tujuan berinvestasi untuk meningkatkan

kekayaan, baik sekarang dan di masa depan. Keputusan investasi merupakan

14 Mariah S.M. “Kewenangan Pemerintahan Aceh Dalam Pengembangan Investasi Asing
Sebagai Penanaman Modal Daerah Untuk Pembangunan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap
Dilematika Hukum Antara UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Dan UU No. 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing)”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.10, No.2
(2015), hlm. 59.

15 Diana Tambunan, “Investasi Saham Di Masa Pandemi COVID-19, Widya Cipta”, Jurnal
Sekretari Dan Manajemen, Vol.4, No.2, (2020), hlm. 115.
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faktor penting dalam fungsi keuangan perusahaan. Fama (1974) menyatakan
bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi.
Keputusan investasi sangat penting karena untuk mencapai tujuan perusahaan
yaitu memaksimumkan kemakmuran. '®

Menurut Smith, dalam Sukesi dan Hendrati. investasi dilakukan karena
pemilik modal mengharapkan untung, dan harapan masa depan keuntungan
bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata.'’

Konsep dasar pengembangan penanaman modal tentu diarahkan pada
peningkatan produktivitas secara agregat. Untuk mencapai itu, diperlukan
dukungan iklim penanaman modal yang “conducive”, antara lain adalah (1)
adanya kepastian, kestabilan dan keamanan; (2) Stabilitas makro ekonomi (inflasi,
suku bunga dan kurs, sistem moneter dan fiskal yang sustainable); (3) Reformasi
birokrasi, perpajakan, kebijakan, aturan; (4) Penyediaan infrastruktur yang cukup
(listrik, air, pelabuhan, jalan, dan sebagainya); (5) Tenaga kerja yang mengacu
pada produktivitas; (6) SDM, pendidikan, kesehatan, disiplin, motivasi; (7) Setiap
daerah harus fokus pada sektor industri unggulan; dan (8) Menjalin kerjasama

sinergis antar daerah.'®

16 Ibid., him. 118.
17" Sukesi Dan Ignatia Martha Hendrat, “Upaya Peningkatan Iklim Investasi Terhadap
Kerjasama Investor Antar Daerah”, Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis, Vol.10, No.1, (Maret 2010),
him. 41.

8 Ahmad Ma’ruf, “Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah: Pemberian Insentif
Ataukah Kemudahan?”, Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Vol.13, No.1, (April 2012), hlm.
44.
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Kegiatan pengembangan penanaman modal, sangat terkait dengan
pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah. Konsepsi pembangunan
ekonomi daerah, menurut Lincoln Arsyad, memiliki tujuan: (1) menciptakan
lapangan kerja; (2) mencapai stabilitas ekonomi daerah; (3) mengembangkan
basis ekonomi yang beragam. Lapangan kerja diperlukan agar penduduk
mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Agar
lapangan kerja dapat tercipta, diperlukan persyaratan antara lain tersedianya
lahan, modal, prasarana. Stabilitas ekonomi daerah perlu dipertahankan agar
pelaku usaha dan masyarakat dapat melakukan berbagai upaya secara terencana.
Stabilitas ekonomi mencakup inflasi yang rendah, adanya peraturan usaha yang
jelas disertai penegakan hukum yang konsisten, dan tidak adanya gangguan
keamanan.

Bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain:
Pertama faktor sumber daya alam. Kedua, faktor sumber daya manusia. Ketiga,
faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam
berusaha. Keempat, faktor kebijakan pemerintah. Kelima, faktor kemudahan
dalam perizinan. Di era reformasi, pemerintah justru berupaya menarik sebanyak
mungkin investasi asing melalui rentetan kunjungan kenegaraan ke luar negeri,
privatisasi BUMN, penegakkan supremasi hukum, serta revisi terhadap berbagai
undang-undang vyang menyangkut bisnis dan investasi perpajakkan,

ketenagakerjaan dan seterusnya. '’

19 Ria Sintha Devi, “Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di
Indonesia”, Jurnal Rectum, Vol.1, No.2, (Juli 2019), hlm. 143.
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2. UU Cipta Kerja

Omnibus Law punya ciri khusus, yaitu: (1) terdiri dari banyak Pasal, akibat
banyak sektor yang dicakup dan bersifat multisektoral; (2) dapat Menegasikan/
mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain, dan (3) Mandiri atau
berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain. Inilah
mengapa Omnibus Law akan menjadi undang-undang yang super power.
Rencananya Pemerintah akan menggabungkan sebanyak 74 undang-undang.
Omnibus Law sendiri memiliki pengertian sebuah peraturan perundang-undangan
yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan.?°

Substansi Omnibus Law cipta lapangan kerja telah dibahas secara intensif
dengan 31 kementerian/lembaga terkait, dan mencakup 11 klaster, yaitu: 1)
Penyederhanaan perizinan, 2) Persyaratan investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4)
Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan berusaha,
6) Dukungan riset dan inovasi, 7) Administrasi pemerintahan, 8) Pengenaan
sanksi, 9) Pengadaan lahan, 10) Investasi dan proyek pemerintah, dan 11)

Kawasan ekonomi.

3. Konsep penanaman modal dalam UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada
tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan

diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan

20 Rahmat Maulana Sidik, dkk, “Menakar Isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja &
UMKM?”, Artikel Opini Indonesia For Global Justice, (November 2019), him. 2.
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kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi
persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.?!

Penanaman modal asing berperan penting dalam, pembangunan baik bagi
negara maju maupun negara berkembang, begitu juga di Indonesia pada
khususnya. Indonesia adalah sebuah negara yang sedang berkembang dalam
berbagai aspek pembangunan. Tujuan, dan arah pembangunan nasional yaitu
berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat
yang adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui pembangunan di berbagai
bidang, di antaranya bidang ekonomi.?*

Penanaman modal merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal asing
dalam tulisan ini selanjutnya disebut PMA. Indonesia sebagai sebuah negara
kepulauan yang memiliki sumber daya alam melimpah dari pertanian, peternakan,
perikanan, kehutanan, maupun pertambangan. Tidak serta merta sumber daya
alam melimpah, dapat diambil dengan sendirinya ataupun diolah.?’

Perlu untuk menyederhanakan kembali perizinan terkait investasi agar

mampu memberikan manfaat bagi perekenomian di Indoensia. Hukum positif

21 Sri Husnulwati Dan Susi Yanuarsi, “Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 Di
Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol.19, No.2, (Mei 2021), hlm. 188.

22 Laurensius Arliman, “Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, Supremasi Jurnal Hukum, Vol.l,
No.1, (2018), hlm. 8.

2 Ria Sintha Devi, “Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di
Indonesia”, Jurnal Rectum, Vol.17, No.2, (Juli 2019), hlm. 142.
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yang melandasi penyelenggaran investasi pada Badan Koordinasi Penanaman
Modal sebagaimana dimaksud dalam UU Penanaman Modal sudah baik, namun
perlu dilakukan penyederhanaan. Penyederhanaan ini juga tergambar pada asas
penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 ayat
(1) UU Penanaman modal sebagai berikut: Penanaman modal diselenggarakan
berdasarkan asas: (1) Kepastian hukum. (2) Keterbukaan. (3) Akuntabilitas. (4)
Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. (5) Kebersamaan. (6)
Efesiensi berkeadilan. (7) Berkelanjutan. (8) Berwawasan lingkungan. (9)

Kemandirian. dan (10) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.?*

4. Konsep maslahah mursalah

a. Pengertian maslahah mursalah

Maslahah dalam pengertian bahasa merujuk kepada tujuan
pemenuhan kebutuhan manusia dan oleh karenanya mengandung pengertian
untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan pada maslahah dalam
artian syara‘ yang menjadi titik bahasan dalam Ushul Fiqih, yang selalu
menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara‘ yaitu memelihara
agama, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan
pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan

menjauhkan dari kesengsaraan. Pada perkembangan selanjutnya penggunaan

24 Andi Kusuma Atmaja, dkk, “Kedudukan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Badan
Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Dasar Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”,
Jurnal Selat, Vol.6, No.1, (Oktober 2018), hlm. 100.
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terminologi maslahah mursalah telah terjadi perbedaan di kalangan ulama
Ushul Figih.

Maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena
mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi

manusia, sejalan dengan tujuan syara ‘ dalam menetapkan hukum.
b. Macam-macam maslahah mursalah

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa maslahah dalam artinya
syara ‘ bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik
buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan
menghindarkan kerusakan tapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang
dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara‘ dalam
menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan,

umpamanya larangan minuman keras.

1) Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum,
Maslahah ada tiga macam, yaitu:*

a) Maslahah ad-daririyyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya

sangat dibutukan oleh kehidupsn manusia, artinya kehidupan manusia

tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prisip yang lima itu tidak

25 Hadi Peristiwo & Abdul Hadi, “Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif

Ekonomi Pada Era Revolusi Industri”, Jurnal Hukum, Vol.15, No.2, (Juni 2019), hlm. 63.

26 Qatria Effendi Dan Muhammad Zein, Ushul Figih, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148-

27 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Figih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 124.



18

ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada
keberadan lima prinsip tersebut adalah baik atau maslahah dalam
tingkat dariri.

b) Maslahah al-hajiyyah adalah kemaslahatan tingkat kebutuhan hidup
manusia kepadanya tidak mendapat tingkat darari. Bentuk
kemaslahatanya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan
pokok yang lima, tetapi secara tidak menuju kearah sana seperti dalam
hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup
manusia. maslahah al-hajiyyah juga jika tidak terpenuhi dalam
kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan
rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung
memang bisa mengakibatkan perusakan.

c) Maslahah at-tahsiniyyah adalah maslahah yang kebutuhan hidup
manusia kepadanya tidak sampai tingkat ad-daririyyah, juga tidak
sampai tigkat al-hajiyyah namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi
dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup

manusia.

Tiga bentuk maslahah tersebut, secara beruntun menggambarkan
tingkat kekuatannya, mulai dari yang paling kuat sampai yang paling lemah,
perbedaan tingkat kekuatan ini harus didahulukan mana yang lebih penting

dan akan terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antar sesamanya.
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2) Maslahah terbagi kepada tiga macam, yaitu :

a) Maslahah al-mu‘tabarah yaita maslahah yang diperhitungkan oleh
syar ‘i. Maksutnya adalah petunjuk dari syar i baik langsung maupun
tidak langsung yang memberikan penunjuk pada arah maslahah yang
menjadi alasan dalam menetapkan hukum.?® Dari langsung dan tidak
langsung tersebut maslahah terbagi menjadi dua bagian yaitu:
manaqib mu ‘assir yaitu ada petunjuk langsung dari pembuatan hukum
yang memperhatikan maslahah tersebut.

b) Maslahah al-mulgah atau maslahah yang di tolak, yaitu maslahah
yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara‘
dan ada petunjuk syara ‘ yang menolaknya.?’.

c) Maslahah mursalah atau juga disebut istilah yaitu yang dipandang
baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara‘ dalam menetapkan hukum
namun tidak ada petunjuk syara‘ yang memperhitungkannya dan
tidak ada pula petunjuk syara‘ yang menolaknya. Jumhur ulama
sepakat untuk menggunakan maslahah mu’tabarah sebagaimana juga
sepakat menolak maslahah mulgah. Menggunakan metode maslahah
mursalah dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang

berkepanjangan di kalangan ulama.*°

28 Musda Asmara & Reti Andira, “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif
Maslahah Mursalah, Al-Istinbath”, Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, (2018), hlm. 219.

2 Ibid.

39 Ibid., hlm. 220.



20

c. Syarat-syarat berhujjah dengan maslahah mursalah

Ulama yang berhujjah dengan maslahah mursalah berhati-hati untuk
menjadikannya sebagai hujjah, sehingga dia tidak menjadi pintu bagi
pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu,
mereka mensyaratkan tiga syarat pada maslahah yang menjadi dasar

pembentukan hukum, yaitu:?!

1) Ia harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu
kemaslahatan yang bersifat dugaan saja, yang dimaksudkan dengan
persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada
suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya.

2) Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi.
Yang dimaksud dengan syarat ini ialah untuk membuktikan bahwa
pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi
mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan
untuk kemaslahatan individu atau sejumlah persorangan yang merupakan
minoritas dari mereka.

3) Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak
bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau

ijma".

3 Musda Asmara & Reti Andira, “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif
Maslahah Mursalah Al-Istinbath”, Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, (2018), hlm. 221.
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F. Metode Penelitian
1. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa
dan konstruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematis dan konsisten.
Metodelogis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah
penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-

hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.>>

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, peneliti menggunakan

kerangka metodelogis sebagai berikut:
a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (library
research). Yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan mempelajari
literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan
ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja perspektif maslahah mursalah (studi perubahan Pasal

12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).
b. Sifat penelitian

Penelitian bersifat kualitatif dan deskriptif analitik. Yaitu mengelola dan

mendeskripsikan data tentang ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77

32 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010), hlm. 42.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif
maslahah mursalah (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal), yang diperoleh secara sistematis. kemudian memahami
sekaligus menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, penyusun

mendeskripsikannya terlebih dahulu.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berbentuk maslahah
mursalah, Yaitu menganalisa ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif maslahah
mursalah (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

Modal).

3. Sumber data penelitian

a. Data hukum primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas aturan perundang-undangan
sebagaimana yang diatur dalam materi Undang-Undang Cipta Kerja (Pasal 77)

Tentang Persyaratan Penanaman Modal

b. Data hukum sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Buku yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, kebijakan investasi dan

penanaman modal asing.
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2) Jurnal dan artikel yang membahas tentang UU Cipta Kerja, kebijakan
investasi dan penanaman modal asing.

3) Makalah ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi yang mengulas isu UU Cipta
Kerja, kebijakan investasi dan penanaman modal asing.

c. Data tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer

dan sekunder, artikel opini, media online terpercaya, dan lain-lain.

4. Teknik analisis

Data Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif-analisis, yaitu dengan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan
dengan UU Cipta Kerja, kebijakan investasi dan penanaman modal asing.
Kemudian, penelitian ini menggunakan konsep analisis fiqih maslahah mursalah
untuk melihat ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif maslahah mursalah (studi

perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis fiqih maslahah
mursalah judul dan tujuan dari penelitian itu sendiri yaitu untuk mengetahui
melalui pembacaan mendalam terkait isi ketentuan penanaman modal dalam Pasal
77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif
maslahah mursalah (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang

Penanaman Modal).
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G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dengan membaginya dalam lima bab. Setiap bab
dibagi menjadi sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun
pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelian dan kegunaan penelitian,
telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sumber data dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, berisi konsep investasi (penanaman modal asing), dan konsep
UU Cipta Kerja. Bab ini akan dibagi kepada tiga bagian. Pertama, pengertian
penanaman modal, kriteria penanaman modal . dan pembangunan ekonomi. Kedua,
konsep Omnibus law (UU Cipta Kerja), latar belakang kemunculan Omnibus Law
(UU Cipta Kerja), tujuan diberlakukannya kebijakan Omnibus law (UU Cipta
Kerja), dan faktor-faktor UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversial di
masyarakat. Ketiga, konsep maslahah mursalah, landasan hukum maslahah
mursalah, syarat-syarat maslahah mursalah, pendapat para imam madzhab tentang
maslahah mursalah, aplikasi maslahah mursalah dalam kehidupan, dan kehujahan
maslahah mursalah sebagai dalil hukum.

Bab ketiga berisi tentang UU Cipta Kerja Pasal 77 (tentang investasi) dan
UU yang berkaitan dengan penanaman modal asing. Bab ini akan dibagi kepada
beberapa pembahasan, yaitu: dasar hukum penanaman modal, Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Materi UU Cipta Kerja Pasal 77
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Tentang Persyaratan Penanaman Modal, praktek penanaman modal di indonesia,
pro dan kontra aplikasi penanaman modal pada UU Cipta Kerja.

Bab empat, berisi analisis substansi ketentuan penanaman modal dalam
Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif
maslahah mursalah (studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal). Bab ini akan dibagi kepada tiga bagian. Pertama, kekuatan
substansi materi Undang-Undang Cipta Kerja (Pasal 77). Kedua, analisis
kelemahan substansi materi Undang-Undang Cipta Kerja (Pasal 77). Ketiga,
analisis peluang substansi materi Undang-Undang Cipta Kerja (Pasal 77). Ke
empat, analisis ancaman (hambatan) substansi materi Undang-Undang Cipta Kerja
(Pasal 77), analisis substansi ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif maslahah mursalah
(studi perubahan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal). Dan
pembahasan sejauh mana tingkat kemaslahatan pada perubahan ketentuan undang-
undang nomor 11 tahun 2020 pasal 77.

Bab kelima terdiri dari penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran
terkait ketentuan penanaman modal dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif maslahah mursalah (studi perubahan
Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal) dan penelitian lebih

lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Dimensi kemaslahatan perubahan ketentuan penanaman modal pada Pasal 77
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Jika meninjau melalui perspektif maslahah, perubahan dan penghapusan
pada ayat-ayat undang-undang nomor 25 tahun 2007 sangat bertentangan dengan
prinsip kebutuhan pokok umat manusia. Sebagai mana dijelaskan pada konsep
maslahah ad-dariiriyyah harus memenuhi 5 prinsip dasar yaitu memelihara
agama, jiwa, akal, keturuan, dan harta. Sementara perubahan dan penghapusan
pada ayat tersebut mengabaikan prinsip memelihara agama, memelihara jiwa dan
akal, serta memelihara harta.
Meninjau dari perubahan diatas maka perubahan dan penghapusan pasal
77 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja bertentangan dengan
maslahah ad-darariyyah. Dengan mengabaikan 5 prinsip pokok maslahah ad-
dariiriyyah maka batal penetapan hukum tersebut.
2. Tingkatan kemaslahatan pada perubahan ketentuan penanaman modal
Dalam perubahan ketentuan Pasal 12 UU No.11 Tahun 2020 secara tidak

langsung tidak menerapkan prinsip memlihara harta serta asas untuk kepentingan

83
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umum (mayoritas) maka seharusnya tidak perlu adanya penghapusan/perubahan
karena sudah sesuai dengan prinsip maslahah ad-dariiriyyah. Pada Pasal 12 ayat
(2) UU No.25 Tahun 2007 yang seharusnya juga tidak perlu dihapuskan, dengan
adanya ayat tersebut dapat membatasi penanam modal asing agar tidak melakukan
hal-hal yang dapat merugikan bagi negara Indonesia. Melalui UU Omnibus Law,
Ayat-ayat yang seharusnya tetap dipertahankan demi menjaga kesejahteraan dan
keamanan negara Indonesia justru diubah/dihapus sehingga mengabaikan
kepentingan umum (mayoritas).
B. Saran
1. perlu adanya revisi atau kajian ulang terkait ayat-ayat kontroversi sehingga
dapat merugikan negara Indonesia.
2. Beberapa Perubahan atau penghapusan tidak perlu dilakukan karena sudah
sesuai dengan prinsip/asas maslahah ad-daruriyyah.

3. Pemerintah mengajak perwakilan masyarakat dan lembaga swadaya

masyarakat untuk melakukan control terhadap berjalannya investasi.
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